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PROFIL PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM REJIM HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN

MNeh:
Deno Kamelus

Hukum perundarng-undangan lahir dari kekuasaan. Dalam baryak hal, Togika kekuasaarn
mettdomings: strukfur, sistem dan substasi rejim hukum peryundang-undungan. Pengalaman
sejarah menzenjukkan, hukum perundong-undangon dimanipulast don divekayase sedemikian rupa
demii  kepenfingan  kekuasagn, namu  berlindung di balik  ases  legolites dan  faham
komstifusionalisme. Secara teoritis, lahivlah apa yang disebut wunjust oo, Hukum yang demikian,
dalam hal-hal tertentu, secara potensial melanggar hak-hok gsasi manusia (HAM). Tulisan ini
mencoba mengaralisis unjust lmp tersebuf dam profil pelanggaran HAM yang terdapat di

dalammnya.

1. Pendahuluan

Ancaman terhadap hak-hak manu-
sia saat ini secara potensial bersumber dan
dua arah yaitu dari dalam dan dari luar.
Dari data yang ada,1) tercatat bahwa total
pelanggaran hak asasi manusia selama
tahun 1997 berjumlah 4.080, Dirinci lebih
lanjut berupa pelanggaran hak-hak buruh
1902 kasus pada urutan teratas, pada
urutan kedua berupa pelanggaran hak-hak
konsumen sebanyak 1.488 kasus, pelang-
garan fterhadap hak-hak sipil dan politik
sebanyak 345 kasus dan pada wurutan
teraklur berupa pelanggaran hak-hak atas
tanah sebanyak 245 kasus. Khusus pelaku
pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan
politik pacda urutan paling atas dilakukan
oleh polisi (118 kasus)disusl masing-
masing Koramil/Kodim/aparat keamanan
(87 kasus), pemerintah daerah/guber-
nur/bupati/ pejabat/camat (29 kasus), rek-
tor/ kepala sekolah (28 kasus), pemerintah/
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jaksa agung/kejaksaan (15 kasus} dan
aparat sospol (13 kasus). Pelaku pelanggar-
an hak asasi manusia (HAM), obyek pe-
langgaran, subyek yvang menderita akibat
pelanggaran  tersebut  adalah  bangsa
Indonesia sendiri.

Di samping vang berhngkup nasi-
onal, pelanggaran HAM juga bersum-ber
dari Tuar terutama vyang berhubungan
dengan globalisasi perdagangan. Kajian
mantan Diretur Program Perdagangan
Internasional  di UNCTAD, Bhagirat Lal
Das, dalam satu artikelnya belum lama ni,
di Third Wolrd Economic, yang menunjuk-
kan bahwa dalam kenyataan banyak mun-
cul kecenderungan vang berlawanan de-
ngan kepentingan negara berkembang
sejak diterapkannya WTO.2) Diantaranya,
upaya menghapus hak-hak negara berkem-
bang menerapkan kebijakan konttrol
terhadap impor untuk melindungi posisi
neraca pembayaran (artikel XVIIB GATT);
ancaman sanksi sepihak®) kecenderungan
mengingkari status negara berkembang
dan tidak seimbangnya liberalisasi bebe-
rapa sektor jasa terutama jasa keuangan,
telekomunikasi dan moebilisasi tenaga kerja.
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Tulisan ini berusaha menelaah dan meng-
analisis profil pelanggaran HAM tersebut
dalam rejim hukum perundang-undangan.

2 Profil pelanggaran terhadap HAM.
21. Dalam jurisdiksi hukum nasional,

Maurice Cranston?) membedakan
anta-ra hak-hak dasar dan (positive right)
dan hak-hak manusia (human rights). Hak-
hak dasar mencakup berbagai jenis hak
yang didasarkan kepada kaidah hukum
positip terutama yang bersumber dari
konstitusi sebagai negara. Ruang lingkup
berlakunya hanya menjangkau setiap war-
ga negara negara yang bersangkutan, Hu-
kum positip dipandang satu-satunya sum-
ber hak vang terpenting,

Di samping hak-hak dasar, ada juga
yang derajainya lebih tinggi ialah hak-hak
manusia, yang sering juga disebut dengan
hak-hak asasi. Dikatakan lebih tinggi ka-
rena, hak-hak asasi sumbernyva bukan hu-
kum positif tetapi mempunyai legitimasi
yang lebih dalam dari itu karena bersifat
hlosofis, religius dan bahkan historis. Da-
lam praktek kedua jenis hak tersebut bia-
sanya disebut hak-asasi manusia (HAM)

saja,

Dengan lejitimasi yang demikian,
hak asasi mempunyai landasan moral yang
lebih kukuh. Itu pula yang menyebabkan
hak asasi mempunyai nilai universil. Uni-
versalitas hak-hak asasi manusia bukan ka-
rena hak-hak tersebut eksistensinya diakui
secara  internasional tetapi  disebabkan
lejitimasi moralnya yang kukuh dan landa-
san moral tersebut lebih kukuh dari hak-
hak dasar yang bersumber dari hukum po-
sitip.

Ketidakpercayaan terhadap hukum
perundang-undangan (hukum positip) me-
rupakan hal yvang wajar. Historis menun-
jukkan pengalaman yang mengerikan,
Menjelang Perang Dunia Kedua, Hitler
memanfaatakn suasana vang memaksa dan

genting, mengusulkan agar disahkan Ln-
dang-Undang mengatasi Derita Rakyat oleh
Kabinet dan Presiden Heidenburg saat itu.
Dengan undang-undang ini, kabinet sela-
ma empat fahun diberi hak mengambil
oper fungsi perlemen, kontrol budget ne-
gara, pengesahan perjanjian dengan negara
lain dan dibolehkan untuk mengambil
inisiatif mengubah undang-undang dasar.
Hukom vang dirancang Reichkanzler (per-
dana menteri agung) boleh menyimpang
dari UUD. Atas dasar undang itu-lah Hitler
sang pembunuh dan totaliter akhirmya
berkuasa menggantikan Presiden Hinden-
burg yang meninggal. Padahal menurut
UUD Jerman pada saat itu, bila Presiden
meninggal, jabatan  Presiden sementara
seharusnya dijalankan oleh Ketua Mah-
kamah Agung vang bertugas nanti memi-
lih Presiden baru. Hitler bukanlah Ketua
Mahkamah Agung, tetapi dengan undang-
undang yang dibuatnya sendiri telah diberi
alasan konstitusionil untuk menyimpang
dari UUD. Fenomena yang sama telah di-
lakukan Musolini di Italia sebelum Perang
Asia Pasific serta Marcos di Philipina.
Proses pembentukan undang-undang vang
demikian ambarkan lemahnya jami-
nan hak-hak asasi dan hak-hak dasar yang
timbul dari undang-undang tersebut. Mes-
kipun post factum seolah-olah sesual asas
legalitas, tetapi di sisi lain hukum yang
demikian bertentangan dengan asas-asas
dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan mo-
ralitas.

Berdasarkan ilustrasi di atas, profil
pelanggaran HAM dalam yurisdiksi hu-
kum nasional manam-pilkan pola-pola be-
rikut

8. Rekayasa hukum positip sebagai alat
represif dari kekuasaan polibk.
Secara substansial peraturan perun-
dang-undangan tersebut bertentangan de-
ngan rasa keadilan yang ada di dalam nu-
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rani setiap warga negara, melanggar prin-
sip-prinsip keadilan. Jika pembentuk un-
dang-undang mengabaikan sistem yang
sudah ada dalam hukum dan hidup dalam
kesadaran hukum rakvat itu sendin de-
ngan mengandalkan kekuasaan sema-ta-
mata, maka produkya bukan hukum lag:,
melainkan ungkapan kekuasaan belaka.

Peraturan perundang-undangan
].rnnE demikian, oleh Finnis sebagai unjust
limp.?) Dengan demikian, muncul suatu pe-
mahaman baru bahwa pelanggaran hak-
hak asasi manusia secara potensial dilaku-
kan oleh organ negara yang membentuk
hukum. Secara teoritls, hukum vang demi-
kian tergolong hukum represif yang me-
ngabdi kepada kekuasaan represif dan pe-
rintah dan yang berdaulat yang memiliki
kewenangan diskresioner tanpa batas’),
Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa
hukum represif di dalamnya mengandung
ciri-ciri antara lain, bahwa pranata hukum
secara langsung mengabdi kepada kepen-
tingan politik, penegakan hukum diarah-
kan demi mempertahankan statusquo,
terdapat lembaga-lembaga yang menjalan-
kan fungsi kontrol khusus terhadap sikap
tindak masyarakat dan lembaga tersebut
relatif bebas dalam arti tidak terjangkau
hukum ity sendiri, serta pelembagaan
keadilan kelas,

Produk-produk hukum maupun pe-
laksanaanya dirasakan represif oleh masya-
rakat oleh karena melalui hukum tersebut
dilemba-gakan disprivilese dengan mene-
kankan kewajiban dan tanggung jawab,
bukan pada hak-hak yang dipunyai go-
lengan yang tidak berkuasa; melemba-
gakan ketergantungan khususnya go-
longan miskin vang menjadi sasaran lem-
baga-lembaga atau birokrasi sehingga hak-
hak mereka ditentukan birokrasi; meng-
krminalisasikan prilaku-prilaku  tertentu
dari masyarakat demi pengamanan sosial
atas kritik yang dilakukan masyarakat 8)

Hasil penelitian Bernard Arief 5i-
dharta?) menunjukkan bahwa tatanan hu-
kum repre-sif mewarnai kehidupan hukum
di Indonesia dalam dua kurun waktu yaitu
periode 1908-1945 dan periode 1959-1993
dengan tekanan yang sedikit berbeda, Pada
periode pertama, tatanan hukum represif
demi konservasi kekuasaan dan kepen-
tingan ekonomi kolonial Sedangkan: tata-
nan hukum represif pada periode 1959-1993
diperlukan demi formatif tatanan politik,
untuk menyelesaikan masalah fundamental
dalam membangun dan menata tatanan po-
litik {pengadaan lembaga-lembaga negara
sesuai dengan UUD, pemberdayaan infra-
struktur politik), demi legitimas: otoritas
politik (pembangunan dan stabilitas poli-
tik). Dalam kaitannya dengan pelanggaran
HAM, tatanan hukum represif ter-sebut
dalam implementasinya justru membuka
peluang bagi kolusi, kerupsi, manipulasi,
praktek mafia peradilan serta pengesam-
pingan asas hukum dan asas perundang-
undangan yang fundamental.

Berdasarkan pengalaman praklis
dan kajian teortis, Todung Mulya Lubis10),
melihat implikasi tatanan hukum represif
tersebut terhadap hak untuk berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dan
pendapat vang dianggapnya sebagai hak-
hak yang paling strategis. Hal ini sangat
jelas dari munculnya berbagai fenomena
regularisasi politik (Aoating mass), lembaga
sensor, pembreidelan dan per-adilan po-
litik.

b. Pemberlakuan hukum perundang-un-
dangan yvang dilandasi aturan peralihan.
Pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945
meyatakan bahwa segala badan negara dan
aturan yang ada masih angsung berlaku
sebelum diadakan yang baru menurut
UUD ini. Moh. Tolchah Mansoer11) mem-
bahas implikasi ketentuan tersebut di atas
terhadap fungsi-fungsi lembaga negara
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pada masa-masa awal kemerdekaan. Seba-
gaimana telah dikemukakan sebelumnya
bahwa, tatanan hukum represif yang ber-
laku pada prakemerdekaan demi konser-
vasi kekuasaan dan kepentingan ekonomi
kolonial. Pemberlakukan hukum kolonial
atas dasar aturan peralihan sama halnya
dengan pelestarian terhadap fungsi hukum
yang mengabdi kepada kepentingan politik
penguasa dan kepentingan ekonomi me-
reka, Logika yang sama dapat dipakai
untuk menjelaskan pemberiakuan hukum-
hukum semasa berlakunya KRIS dan
UUDs 1950 ataupun dar era demokrasi
terpimpin  oleh  pemerintah Orde Baru
Tidak perlu dijelaskan secara rinci di sini
tentang implikasinya terhadap hak-hak
asasi manusia, tetapi pemberlakuan UU
No.11/PNP5/1963 tentang Anti Subversi
vang banyak dikritisi berbagai kalangan
akhir-akhir ini merupakan conteh menarik
dari hukum represif tadi.12)

2.2. Dalam hubungan internasional.
a. Translokasi hukim.

Penjajahan merupakan fakta sejarah
yang tidak dapat dipungkiri. Sebagai akibat
penjajahan, dengan sendirinya terjadi per-
luasan hukum dari negara asal terhadap
negara jajahan. Ekspansi tersebut tidak ha-
nya menyangkut teknik seperti kodifikasi,
tetapi juga menyangkut sistem hukum,
konsep-konsep hukum dan sebagainya.
Menurut M. B. Hookerl3) bahwa disini ter-
jadi transfer of whole legal systems across
cultural boundries. Sementara sistemn hu-
kum itu sendiri didalamnya terkandung
gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, aturan-
aturan ataupun prosedur vang timbul dari
berbagai sumber (resources), seperti politik,
ideologi, ekonomi maupun budaya hukum,
maka menurut Lawrence M. Friedmann,
translokast hukum tersebut secara nyata
berkaitan dengan struktur, substansi dan
kultur  hukum dari negara asal-

TIF, Volwme 3, Nowor 4. 7. { (etnbar
nyald) Dengan  demikian, ya
hak-hak rakyat tidak cukup terlindungi di
dalam hukum yang demikian,
Permasalahan translokasi atau mi-
grasi hukum, bukan sesuatu yang baru ka-
rena sudah diprakiekkan sejak lama seperti
ekspansi hukum Romawi ke negara lain di
Eropa beberapa abad silam. Begitu juga
ekspansi hukum dari beberapa negara
Eropa ke negara di Afrika, Asia bahkan
Amerika bersamaan dengan koloni-alisme.
Ekspansi hukum dari negara asal ke

lain dapat dilakukan melalui dua cara.l
Pertama, act of goverment.
Dengan menggunakan kekuasaan yang
ada pada pemenntah kolonial atau negara
m\glmdm berbagai kebijaksanaan yang
terapkan di negara jajahan, maka
ruilai-rulai t:.-rtenl-u dari anya disusu
masuk melalui hukun?eﬁuﬂ_ ];%n 3
nilai juga dapat dilakukan melalui kaum
intelekitual yang belajar di Luuvermtas-
universitas yang ada di hetk
jah/ negara adi kuasa. Kaum in tual ter-
sebut EEhembalmya ke negara asal, biasa-
nya men kelompok tErpuEl r bahkan
n'umg olitisi atau praktisi hukum yang

sa konsultasi terhadap ber-
bagai peams.zngjl multinasional, !:erEmuk

ara tempat di mana dia belajar tadi.
ua, by act of parties. Masyarakat
tidak bisa menunggu lebih lama iagt ah:.ran
yang buat oleh guasa yan
sementara mereka membutuh a B}Ha-
s.m a hal ini terjadi di Imgkungan cunia
a. Hubungan dagang yan dihku]:m
ﬂleh -pihak yang berbeda
ilam-gﬂ.raﬂnnya merupakan hal
}rang I:uas& duria bisrus
demiki

keadaan yang
I}e;b l:ed.udukan atau i yang
I'F'Jﬂl'lf ih kuat mendominasi pihak yang
lemah. Hal m tampak pada transaksi
daﬁlg dengan perusahaan multinasional.
upun tampak mereka membuat
tuuan atau Ir;untra.‘s;., tetapi hu-kum ter-
t lebih merupakan cermin kehendak
pihak yang kuat tadi daripada dian
sebagai konsensus'®), " =
Hukum sepert: itu di dalamnya me-
ngandung putenﬂ konflik. Karena ukum
merupakan refleksi h.n

Profil Pelanggaran HAM
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asing. Basis ontolopi menyan i
asu.l:%lsi; dasar ﬁit:suglﬁss, }rt;'tﬂégml ::E&gl hﬁt:r
?ul:um ter&ebﬁ:.;ﬂdjﬁuﬁup _berdasagun ideo-

Asin an ciri yan ermikiamn,
nulﬁs:a huﬁ:m ter%ael:-ut Hdzk eﬁakﬂf men-
jamin kepentingan nasional dan manusia
{ndu:rnEEi.u secara individual, bahkan secara

sial menindas hak-hak ekonomi, so-
sial dan kultur masyarakat Indonesia.

b.Kerjasama bilateral mau multilateral
asama bilateral maupun mult-
lateral terutama di bidang investasi dan
perdagangan merupakan suatu
sangat kuat abad i dan masa
datang. Dan kacamata hukum kerj
tersebut  merupakan suatu konsensus di
mana para pihak funduk dan terikat pada
"rules" tertentu, atau apa vang disebut

sebagal perem norms of gﬂ'ﬁal
mtgziann?'sﬂw = jus COgens. A

ner.
g din il (CATD), yarig b, dine
tar an ira-
?:]ﬁkasi et lai‘n Iﬂun%:ia Eﬂ&dﬂ bulan
opember u a hakekain
juga tunduk pa :I;Erjm:ip?:lasar tu::';e.-ap_'l:lrut:ImI
atas. i pemerintah Indonesia dan
kalangan usahapun akan para pihak
yang terikat untuk mela akannya se-
cara konsekuen. Hal tersebut selaras de-
ngan tujuan GATT itu sendiri sebagai
tertuang di dalam preambul bahwa : GA
is o promote trade liberation through
substansial reduction on tariffs and other

barmmi-ers to trade and elimination of
discriminatory treatment. Demi  terca-
painya tujuan tersebut, maka GATT

menjalankan tiga fungsi yaitu : (i) mene-
tapkan kaidah umum u'?:uﬂgana.i ij

sanaan perdagangan internasional; (i) se-
bagai suatu forum untuk merundingkan
tanf-tarif multilateral dan; (i) meme-
cahkan perselj }ranag terjadi antara ne-
gara : Kaidah umum o
mana telah dirumuskan di dalam nas

GATT tersebut diharapkan lebth lanjut
dijabarkan di dalam persetujuan kerjasama
regional dan bahkan hukum nasional ne-

ra

Persoalannya adalah imana
kaidah-kaidah umum tadi ditransfor-
masikan dalam persetujuan jasama regi-
onal ataupun hukum nasional. Sejauhmana
kepentingan daerah, pengusabha kecil, in-
dustri rumah tangga, koperasi, para petani,

PERSFEETIF, Vilume 3, i ktober

konsumen  dan manusia Indonesia secara

individual di hi.tungir.an dan dl{"amm
dalam hukum but? Ini persoalan :
Sebab menurut  menurut Hans Kelsen,
international law and national law are not,
so it s said, parts of one normative system,
becanse Eﬂ:‘l. and in fact do contradict
each order.#1 n demikian kerjasama
bilateral dan multilateral gieca;ra ekonomis
mungkin saja menguntun tetapi secara
hukum muncul berbagai men-
dasar. Diantaranya ai eksistensi
hukum nasional sebagail wujud kedaulatan
suatu bangsa serta jaminan terhadap hak-
hak asasi rakyat Indonesia baik secara
individu maupun secara kelompok.

3. Upaya preventif dan rq;rﬂl.f
: Dengan mmhd-ge atikan  profil
potensi pelanggaran hak-hak asasi sebagai-
mana diuraikan di atas, maka berikut ini
diusulkan beberapa upaya ventf dan
represif. Upaya-upaya t  banyak
mengandung muatan teoritis dan pers-
a luas dan mendasar.
A Fer{u dilakukan inventarisasi produk
hukum perundang-undan kolorial,
lengkap dengan bidang- penga-
turannya. [nventarisasi yang sama juga

dilak terhada semua atoran
hukum diberlakukan atas dasar
Aturan (ULUD 1945, Konstitusi

RIS, UUDS 1950 dan uwndang-undang
tertentu}, imanapun juga, pember-
i g i L el
dasar aturan ihan lebih didasari
per-timbangan administratif dan politis
daripada alasan yundis, sehingga
potensial i instrumen yang me-
nindas hak-hak asasi.

B. Kondisi o tif semaksimal mungkin
dijadikan pembaharuan hukum.
e Mg il et
diterjemahkan secara rasional
kerangka baharuan hukum. Keber-
hasilan C}rdepemﬁaru kan saiste;-l:.

menjamin  stabilitas  nasion

E:asman dan persatuan, menyebabkan

sentimen sejarah yang melhat kea-

nekaragaman hukum 1 disinte-

periu dikaji ulang. Secara selektif,

tradisi, adat istiadat periu dilindungi,

karena efektif menjamin kepentingan
komunitas lokal tersebut.
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Ratifikasi terhada
tujuan internasion
dasan hukum vang memungkinkan
secara material dan formal dikaji dan
dianalisis secara sistematis, rasional
mengenai berbagai implikasinya terha-
dap kepentingan bangsa, negara,
daerab, dunia usaha-terutama industr
ll'-'El:l] :.n-:lustrl rurnah hnggm koperasy,

uaf:en konsumen
.'iecara md.w1-:l Bila perlu dibentuk

suatu lem-baga permanen
khusus untuk ttu. Pasal 11 F“D Iﬁ

dan Surat Presiden No. /2826 Hk /1960
hanyalah landasan formal dalam prose-
dur persetujuan terhal;l.;j: berbagai
perjanjian Internasional. Substansinya
tidak di atur di sana.
Fada tahun 1997, pelangparan hak-hak
konsumen menduduki urutan kedua.
Salah satu dampak negatif globalisasi
ekonomi  ada terhadap hak-hak
konsumen. Karena itu, posisi konsu-
men i diperkuat, sehi mee-
rrlun inkan mereka marmlmdu
k.e kelompok ?
pﬂ'll:lr:gﬂn mereka bm]:. alui jalur
pengadilan maupun mekanisme di luar
undgadﬂan Untuk ita kper]u undang-
ng perlindungan konsumen dan
undang-undang anti monopoli dan un-

pFrlu ?ben lan-

dang-undang arbitrase.
Reformasi hukum Ea:lnl:ra}.. dan lisensi
yang memberi i kepada peme-

tah melakukan kmh—crl terhadap ber-
bagai kontrak-kontrak tertentu  demi

menjamin tingan para pihak
tersangkuat dﬂjan'mga &Ecm‘a }r:;]}f
terutama mﬁ’m berkaitan dengan hak-
hak bu ada tahun 1997, pelan

garan atas hak—huk buruh mendud
peringkat pertama),
Peradilan proakif terhadap ber

upaya perbindungan HAM dan dide-

rong ke arah memaksimalkan fungsi
judisil untuk mengesampingkan setiap
pﬁsa]-pasal pert.nu:an rundang-un-

angan J.ranl_g[ Xctensml atau nyata-nyata

melﬂnggar

masyarakat untuk meya-
dari halr.-ha dan kewajiban asa-
sinya. Untuk itu Komnas HAM aktif
melakukan dialog, memberi informasi
secara iodeik kondisi HAM di
Indonesia dan internasional. Upaya ini

. Hak inisiatif DPR djkem

Eerrtmgnaden fungsi Kam-
nasH Mn'mgmm Eﬂgﬂd gs

ke
arah melakukan review terhadap ke-
tentuan _*,ra.ng ada di dalam perah:rm
perundang-

Fngan engan UED 1ol poions

51311@1}*3 terbatas, juga hasilnya
langsung dirasakan ofeh masyarakat
dalam hal dungan HAM.

Perlu dihidupkan kembali Tap MPRS
MNo. KIKIMIERSIIQE-& tentang Penin-
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Data tersebul lerungkap dalam dislog nassonal
Evnluasi pelaksansan hak asasi mamusis (HAM)
di Indomesia Tahun 1997 vang

Center for Information and Development Studies
(CIDES) kerasama dengan Harlan Eompas
untuk memperingati HAM  sedunia.  Harian
Kompas, 5 Desember 1997

S Hertoti Sumedi, "WTD Conderung Merugikan
Megara Berkembang®, dalam Kompes, 5 Tanuar
1998

Contohnys, pada tahun 1996, AS menpeluackan
dus updeng-undang yeitu The Helms-Burton Act
atau The Cuban Liberty and Democratic
Solidarity (Libertad) Act of 19y dan [P Amato
Bill mtau The [ran and Libya Sanction Act. Tijuan
kedua undang-undang ini untuk menghukum
dan mengisolasi Tran, Libya dan Cuba dar
perdagangan Inlermasional. Subjek hukum yang
terkems bukanlah megars tetepi badan hukum
atau perusahasn vang berkebangsaan AS atau
wargs negara asing dilarang berdagang dengan
ketign norgare tersebut Hal tersebut didasarian
interpretasi AS terhadap pasal XX1 GATT. Pasal
id memberikan dassr hukem kepada negara
anpgpode untuk mengecealikan kelentuan-keten-
buan atau prmﬂp—pmmp hukum perdagangan
deni keamanan  naslonainym.
Demikinn jugs reaksi para petani di beberapa
negars Erops vang menentang liberalisesi ter-
hadap beberapa komoditi pertanian merupakan
indiknsi  kefimpangan  pengaburan GATT  ter-
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PERSTERTIE, Yobwas 3 Nowar 4 Tabun (095, sl Otivher,

hadap kepentingan terteniu terutasma yang ber-
hubungan hak-hak di bidang ekonomi
4] Maurice Cranston, "What are Homan Rights®,
dalam Mr. M de Blois, (Ed), Filosofie oon de
memsetirechten, Riksuni-versiteit Litrect Vargroep
rechtatheorie/ encyclopedia, Blok I, 1992, p. 45.

Lord Lioyd of Hamstead & MDA Freeman,
Lloyd & Infroduction o ferispricience, ELBS, Steven
Sons, London, 1985 p 133, 188, 284, 7L
Mernvtrut Fuller, hal yang demikian terjacdi karemns
datem pembentukan hukum, Hitler menganut
agaran  positivis  hukum  yang  secara togas
memisahkan moral dan hukom serts sepenuhnya
menyandarkan din pada  pragmatisme  dan
empirisme yang menghalalkoan segala cara, Pada-
hal suatu kelertiban yang dihesilkan hanya akan
dinilai memadei dan adil apat-ia cara dan sarmna
yang dipaksi untuk mencptakan  ketertiban
tersebut juga dapat dipertanggungjmwabkan me-
nuruk ukyran-ukuran wnsversal mengenai moral
dan keadilan. Hubungan entara cara dan hasil
yany dicapes sifatnya interaktif, iid, p. 132

G} Ada empat lipe peraturan perundang-undangan
vang demikian, yaitu (i) hubum terssbut dipe-
mleh dari penggunsan wewenang yang hanys
menguntungkan diri-sendici, faksi stau kelom-
poknya, partainya, keluarganys, Dengan demi-
kian hukom yang dihesilkan dengan pengpunsan
WEWOTEATE  Vang an  secars  pobstansial
tidak Iagi dibentuk untuk menjamin hak-hak
masyarakot secara luas, (i} hukum yeng dibat
melampaui batas kewenangan  yang  dimiliki
pernbuatnya. Secara formal, sda batas kom-
petensi - masing-masing organ negara. Dengan
kompetensi tersebul, ia hanya dapat menstapkan
kaidah hubum sequnad dasar
yang memberikan kewenangan kepadanya, baik
mengenal  bertuk  formal  peraturan  fersebut
maupun malen moalannya, Aturan yang dibuat
melampaui balas  kompetensi tersebul,  selain
disnggap unjust law, juga mengancam hak-hak
msasl warga negara, (i0) hukam yang dibuad oleh
suatu oboritas yang kebal terhadap pengawasan
baik secara politis mawpun vursdiz. Dalam batas-
batas tertentu, suatu kekussaan yang membatas
hak uji material terhadap peraturan perandang-
undangan, secara potensial mengancam hab-hak
warga negars, in msus berhadap hak  dan
kewagban yang ditetapkan datam peraturan ter-
sebul, (ivh apa vang ditetaplkan dalam peraturan
perundang-undangen  tersebul  secama  terang-
terengan merugikan hak-hak asasi warga negara,

misalnya aturen yang realistis, terbstasnya hak
urituk meEmperoleh kessmpatan berussha, opah
buroh yang rendakh, menulup akses setiap warga
untuk  mempenuangkan  hak-hak  mereka,
memberikan hak-hak ritdak kepads orang atau
sekelompok oramg tertenlu dan prakiek yang
sejenis dengan its. [ M Firmis, "Unjost Lawrs™,
dalam Lord lloyd of Hampstead & MDA
Freeman, opcil, p. 219-200

7) Philipe Monet & Philip Selenick, Lau amd Society
Transition; Toward Respowsive Late, Harper & Fow
Publishers, MNew York, 1978, p. 29-3% Guniher
Teubner, SSubstantive and Beflexive Elements in
Aodern Law® dalam Law and Society Reviaw, Vol
17 Ne 2 1983, po 2209 ot sevp.

B) Momet Selanick, op o podd-46

%) Bernard Aref Sidharta, "Refleksl lentang Fundasi

don  Sifal Keillmuan Bmo Hulom  ssbagai

Landasan Pengembangan  Hukem  Masional

Indonesa"” Disortasi Doktor, Unpad, Bandong,

1996, hal. Extract.

) Todung Mulya Lobis, "In Search of Human
Rights Legal Political Dolemmas of Indomnesia’s
Mew Order, 1966-19HF, Disertast, Law Facully of
the University of Cali-fornia, Berkeley, 1990, p
156 at saq,

11) Moch Tolchah Manscer, Prmbahasan Beberapn
Aspek  Keku-gsagn  Eksekactif  dum pelirkif i
Indonesia. Padnya Paramita, Jakarta, 1977, h 12,
124151

12) Todung Mulya Lubis, ap cit, p. 280-268

13) Renwe David and Jauffrel Camille-Spinosi (ed.),
Major legas Systemss in the World Today. Librairie
Dalioz, Montreal, 1952, p. 75-7% MB Hooker,
Legal Pheralism an Introduction fo Colonial and Ne-
cofomial Laws, Clarendom Press, Ouford, 1975 p. 1

14} Lawrence M. Friedmann, The Legal Syedewm A
Social  Sciemce  Perpective, Clarendon  Prass,
Okford, 1975, p. 1

15) Antony Allet, The Limats of Law, London
Butherworths, 1980, p. 109-120; M.B. Hooker,
op cit, p. 190; Rene David & Camille-5pinosi, ap
cff, pu 75

16) Soemantorn, Hukum Ekomomi, UI Press, 1986, b
185.188; Mahbub ul Hag, "Dunia Ketign dan
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Tute Ekonomd Dunie®, dalam T. Mulya Lubis
dan Fichard b Busbaum {ed.). Peraman Bk
dalgm Perekononeion Negara Berkembang, Yaynsan
Chor, lakarta, 1986, h. 306-370

17) Berdasarkan konvensi PEB 1966 menganai hak-
hak ekonomi, sosial dan kultoral, hak-hak
tersebut  antars  fain  meliputh  hak ontuk
mwmbentuk serikar dagang, melakukan usaha
dagang baik dalam lingkup nasional mawpun
interraanional, hak ates jaminan sesial, bebas
dar kelaparan, memenuhi standar kesehatan
mental dan fisik (Pasal 812} Watter Laquer &
Benyamin Fubin (ed), The Human Rights
Keader, Mew American Library, 1979 p. 711-
T2 Sebagei contoh, resesi ekonomi yang saat
int melanda mkyat Indonesia tampaknya sudeh
menyentuh berbagal hak-hak ersebut. Dengan
mahalnya harga sembilan bahan pokok dan
obat-obatan, membawas  dampat  negedif
terhadap hak rakyst eniuk bebss dori msa
lapar dan standar keschatan fisik maupun
minlkalnya.

18) Agrawala S¥_, Fssays om the Lo of Tresbises,
Madraz, 1972, p. 157-161

19} Torence P Slewart (ed). The GATT Lirug iy
Fownd, A Negotintion History (1980-1992), Vol,
O-Dvocuments, Kluwer Law  and  Toxation
Fublisher, Deventer Boston, 1993, p.77

) Mahmud MZ, "The Fuclion of General
Agreement en Tarrifs and  Trade, dalam
Majolgh Juridika, Mo S &6

I} Hans Felsen, General of Ly ard Stode,
Buzsel & Fussel, MewYork, 1973, P 371

Daftar Bacaan
1. Buku-frku :

Aprawala, Essays om the Law Treafises,
Madras, I'%"Z. J

Allot Antony, The Linits of Law,
Butherworths, London, 1980,
David Reme and Jauffret Camille Spinosi

ed.), MﬂEn:rr temms in the Ld
il;}%y, ihrair%f allnz,mh'lantreal.

Friedmann M. Lawrence, The Legal System ;
A Social Science Perspective, Clarendon
Press, Oxford, 1975.

Fodumes T

Hooker MLE., Legal Pluralism - An Introduc-
bion to Colonial and Nep Colonial Laws,
Clarendon Press, Oxford, 1975,

Lubis Mulya T., In Search of Human Rights -
Legal Political Drllemas of Indonesian's
New Order, Gramedia, |a 1990,

Lubis Mulya T. & Richard M. Buxbaum
{ed.), Peransn ,‘fﬂi;fh;k:i:f Dalam  Pereko-
womian Negara bang. Yayasan
Obor, Jakarta, 1986, .

Lageur Walter & Benyamin Rubin {ed.), The
Hu-man Rights , New American
Library, New York, 1979,

lord Llo of H stead & MDA
Freeman, a’?ﬁzhv&ucﬁm bo Juris-

dence, ELBS, Stevens & Sons,
don, 1985,

Mansoer Tolchah M., Pembahasan Beberapa
Aspek Kekwasaan Eksekutif dan Legislatif
di Indonesia, Pradnya Paramita, Ja-
karta, 1977,

M. de Blois {ed.), Filosifie van de mensen-
rechten, Rijksuniversiteit Utrect, Blok
111, 1992,

Nonet Philipe & Selanick Philip, Lawr and Sociely
in Trawsitiom : T Responsive L,
New York, 1978,

Sidharta Arief Bernard, Refleksi Tentang Fundasi
damt Sifat Keflmuan Jimu Hukum S
Landasan Pengembangan  Ihmu  Hukum
Masiomal 1Imi|:|1:e'5fa. Disertasi, Unpad,

906,

Stewarl TeremHP. (ed.), The GATT um%
Round - A Negotiating History (T980-1952),
Boston, 1993.

2. Jurnal, Majalah dan Surat Kabar,

Law and Siciety Eeview, Vol 17 Mo, 2 1983,
Majalah Juridika, Mo. 5 & 6 September 1990
Harian Kompas, 5 Desember
Harian Kompas, 5 [anoari 19498

"Profil Pelanggaran TLAM

ﬂmfﬂnﬂu



	Untitled-1.pdf
	Untitled-2.pdf
	Untitled-3.pdf
	Untitled-4.pdf
	Untitled-5.pdf
	Untitled-6.pdf
	Untitled-7.pdf
	Untitled-8.pdf

